GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG
\UBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG
'EWENANGAN JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MADANI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUK SULAWES] TENGAH,

imbang : bahwa dalam rangka penyesuaian dengan indeks harga dan
perkembangan perekonomian nilai harga pengadaan barang/jasa

diperlukan untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu dan
lram

berkegingmbunegan kepada masyaralat perly  menetapian
Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kewenangan Jenjang
Nilai Pengadaun Berang/Jasa Fada Badan Layanan Utnin
Daerah Rumah Sakit Dacrah Madani Provinsi Sulawesi Tengah,

gingat = I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapaf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2
Tahurn 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara -
Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan - Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomeor 7)
menjadi Undang-Undang (Lembaran MNegara Republik
mdonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2, Undang-Undang Nomar 23 Fahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebapgaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nuinor

5a749);
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g:netapkan

Peraturan Pemer:
rin
Pegelolaan I{Euﬁngih

Nomor 23
Negara Repuhlj

Bad Tahun 2005 tentang
"Adan Layanan Umum {Lernbaran

Peraturan Pcmun'ntah

Pengelolaan Keyap Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Indenesia Tahup ESESD;““ (Lembaran Negara Republik
Negara Republik Indonesia E]T:ll;:r h“s%g}?ambahan e i
Peraturan Preside '

I Mo
Barang/Jasa Pemcrint?ﬁr f:hTﬁhun 2010 tentang Pengadaan

den . agaimana telah diubah terakhir
PanE:h:zr?{t:;T Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
2010 tentang P A atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
Negara R & " engadaan Barang/Jasa Pemerintah {Lembaran
Ears E‘P'lell]:{ Indcmcsia Tahun 2012 Momaor 155}

Peraturan Menteri g,
euan
tentang Kewenangan moorg2% Nomor 08/PMK.02/2006

Layanan Umum; gadaan Barang/Jasa pada Badan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momer 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Tekpis Pengelolaan

Keuanpan Badan
Layanan Umum Daerah; .

MEMUTUSKAN -

FERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TENTANG
KEWENANGAN JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAXIT
DAERAH MADANI FROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal [

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kewenangan Jenjang Nilai
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Daecrah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 261)
diubah sehingga berbunyi sebagai berilat:

Pasal 6

{ljl Jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa yang

umber dari jasa layanan yang diberikan
i:;l::;gingzrﬂkﬂl dilakukan sebagai berikut :

a. pembelian langsung terhadap milai sampal dengan
Rp. 20.000.000,- [dua puluh juta rupiah) dengan
lenitansi, kecuali untulk ohat—:}batan, alat .dan bahan
habis pakai medis yau sampal - dengan
Rpr IDDDGGIUGDF_ tﬂﬂ]’&msjutﬂ I"L'lpl-E.hL



b.  penunjulan langsung dilaloukan terhadap nilai lebih
dari Rp. 20.000.000,- {dua puluh juta rupiah}
sampai tdengan Rp. 200.000.000,- {dua ratus juta
rupiah}  dengan  Surat Perintah Kerja, kecuali
untuk obat-cbatan, alat keschatan, cleaning service,
 f Pﬂhﬂu makanan/ minwman, alat dan bahan pakai
habis  perawatan  medis vaitu  lehih  dari
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai
dengan Rp. 500.000.000,- {lima ratus juta rupiah);

¢.  pelelangan scderhana/pemilihan langsung dengan
nilai lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- {satu
milyar rupiah) kecuali untuk obat-obatan, cleaning
service, IT, bahan makanan/minuman, alat dan
baha.n pakai habis perawatan mecdis yaitu mulai
lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar
rupiah); dan :

d. pelelangan umum/pelelangan terbatas dilakukan
terhadap nilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (ima
milyar rupiah} kecuali untuk obat-obatan, cleaning
service, IT, bahan makanan/minuman, alat dan
bahatt habis pakal perawatan medis yaitu mulai
lebih dari Rp. 5.000.000.000,~ (lima milyar rupiah)
sampai dengan 50.000.000.000,- (lima puluh milyar
rupiahj.

(2) Jenjang nilai Pengadaan Jasa Konsultasi dilakukan

aebagai berilaat : .

a. penunjukan langsung dilakukan terhadap nilal
sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah);

b. seleksi sederhana dilakukan dengan nilai lebih ds.r%
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah} sampal
dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah}); dan

c. scleksi umum dilakukan terhadap nilai 1f:bih1 dari
Rp. 250.000.000,- {dua ratus lima puluh juta rupiah).
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{3) Pengadoan Barang/Jasa dcngan cara swakelola iﬂiﬁ

hatas nilai sampai dengan Rp- 100,000.000,- Eﬂdmnsm

juta  rupiah) dilaksanakan perdasarkan  Pet =
pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Permimp
BLUL.

Pasal 1I
Peraturan Gubernur ini berlalu pada tanggal diundangkar.
Agar  seliap  Orang mengetahuinya, rqeme:rjntahk:an

pengundangan Peraturan Gubernar .mi : dengan
pencmpatannya dalam DBerita Daerah Provinsl Sulawes:
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Maret 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
tic
LONGKI DJANGGOLA
langlkan di Palu
tanggal 27 Maret 2015

: DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

\W

AMDJAD LAWASA

RITA DAERAH PROVINSI SULAWES] TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 397




